BAB IV
PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum
publik dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia
karena tidak adanya atribusi kewenangan yang secara eksplisit
diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. Ketentuan Operasi
Militer Selain Perang (OMSP) hanya bersifat normatif dan tidak
mengatur secara operasional pengamanan lembaga penegak
hukum. Pelibatan TNI yang didasarkan pada Memorandum of
Understanding (MoU) Nomor NK/6/1V/2023/TNI berada
dalam rezim hukum perdata sehingga tidak dapat dijadikan
sumber kewenangan = publik. Kondisi ini  berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidak pastian
hukum, sehingga diperlukan pengaturan khusus setingkat
undang-undang yang secara tegas mengatur dasar, ruang
lingkup, dan batasan pelibatan TNI guna menjamin kepastian
hukum, akuntabilitas, serta prinsip negara hukum dan
supremasi sipil.

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pelibatan Tentara Nasional
Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia
dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan
eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) yang bersifat amanah dan
berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam ketatanegaraan

Islam, fungsi pertahanan dan keamanan berada di bawah
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otoritas wulil amri, sedangkan penegakan keadilan harus
dijalankan secara independen. Oleh karena itu, keterlibatan TNI
hanya dapat dibenarkan sepanjang bersifat perbantuan
(ta’awun), terbatas, dan tidak mengambil alih fungsi penegakan
hukum. Pengamanan oleh TNI dimaknai sebagai upaya negara
menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar Kejaksaan
dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.
Dengan demikian, pelibatan TNI harus dibatasi oleh ketentuan
hukum yang jelas, menjunjung supremasi hukum, serta
diarahkan untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umum.

. Saran

. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis yang
lebih mendalam mengenai harmonisasi dan konsistensi
pengaturan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam
pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kerangka
Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya terkait batas
kewenangan dan mekanisme perbantuan dalam perspektif
negara hukum dan supremasi sipil.

. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengembangkan
pendekatan empiris guna menilai efektivitas dan implikasi
praktis pelibatan TNI terhadap independensi penegakan hukum
serta hubungan antar lembaga negara, sehingga dapat
memperkaya kajian normatif dengan temuan yang bersifat

faktual dan aplikatif.
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